
Pendahuluan 

Terbitnya Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG 
(PcngarllsLltarnaan Gender) dan berilgam penmdilng
undangan tcntang perempuan dan anak serta komitmen 
terhadap kesepakatan intemasional tdah mendorong 
tcrjadinya perubahan paradigma pemberdayaan percmpuan, 
y;titu dari \VTO (Women in Development) kc GAD (Gender 
and Development). Perubahan ini merupakan reaksi terhadap 
WID yang melancarkan program dan kcgiatan pembangunan 
hanya untuk perempuan. sedang. GAD berupaya memahami 
subordinasi perempuan melalui anulLsls rdasi gender. 

Gender dalam konteks komunikasi menggambarkan 
hubungan sosial dan pcrsmml antara laki loki dan perempuan 
dan demikian pula dengan konsep fcminin dan maskutin. 
Gender, dalam hal ini, merupakan produk konstruksi susial 
budaya yang berhubungan dengan peran. kedudubn. dan 
kebutuhan baik laki-Iaki maupun perernpuan (Fakih 1996). 
Standpoint themy (Harding 1986; Wood (2007), menyatakan 
ba hwa .Iak i -Ia k i da n rcrcm puan mcmi tiki perspekti f terp i sah 
dan perbcdaan hirarkhi so sial yang mcmpengaruhi apa ynng 
dilihat dan dikolllullLkasikan karena pcrempuan dan minoritas 
lainnya Illcmpcrscpsi dunia secara berbeda dari kelompok 
yang bcrkuasa, yaitl! laki-Iaki. Dampaknya adalah perempuan 
terposisikun pada hirarkhi lcbih rendah dari laki-Iaki. Karena 
itu. samn halnya dengan pctjuangan kelas (scperri filosofi 
kaum proletar: Karl Marx dan Friederich Engels). harus ada 
perjuangan terhadap diskriminasi gender. 

Perjuangan gender di Indonesia tidak tcrlcpas dari gcrakan 
nasionaL mulai dari mempcrjuangbn kemerdeban. 
pendidikan, menyejahterakan bangsa, sampai menyukseskan 
Pemilu dan Pemilukada. Pcrjuangan wanita yang dilandasi oleh 
gcmkan nasionalisme, tidak kafah keras dcngan laki-Iaki dan 



sekal igus menginformasikan bahwa perempuan bukan IT.akhluk 
pasif. !'.Iamun. selarna 10 tahun terakhir mL perempuan masih 
mengbadapi fu'1mbatan, yahu bc1um dllcrima 5cbagat pi.'tmmpin 
dalam pcngambilan kcputusan, Hal in tcrdri dart rcndahnya 
partipasi pcrcmpuan dalam pcngambilau keputusandi lembaga 
kenegaman (legislatil: eksekutit: yudikatil) di berbagaj tingkat, 
dari desa hmgga pusat (Murpratomo 2010). OaJam hal ini. 
budaya rnasih memposislkan perempuan sebagai subordinasl 
di dalam kcluarga, schmgga menyebabkan JX-lcmpuan masih 
hams bcrjuang keras di dalam mclawan ideologi-idoologi 
misoginis dan patriarki yang mengakar kuat di m,H'yarakat. 

Pada masyarakat patriarki, seperti lndone~ia, kOl1tTol patriarki 
rnemang merupakan sistem monopol! atau dominansl 
pengambilan keputusan di setiap kvcl pl,'menntahan dan 
kekuasaan. Kemudian, kcyakinan patriarki adalah sistcm yang 
mclcgitima:;;i dominansi laki~laki dan diskriminasi gender. Hal 
ini didasarkan p8da interpretasi patdarki dari sexisrn yang 
menggugat pcmbagian hak yang tidak ~ctara antargcndcr 
bcrsifat alami, tidak periu diuhah atau sangat suljt diubah 
(Wolfe 1980). Sclanjutnya, pencitraan peran gender alas dasar 
tcropong sexism dicirikan olch manfaat pembangunan yang 
Icbih diposisikan dan dikonlrol olch mereka yang menJomina~i 
publik. yaitu kaum taki~laki. 

Sistcm ckonomi patriarki tlan politlk intema;;ional yang. 
mcnsnbordinasikan peran dan posisi pcrempuan. juga 
mendorong timbulnya gctakun pcrcmpuan untuk mcnuntut 
kesetaraan hak (Lasminllh 20lO)" tv1l.;nurut Antrobus (~OO4), 
karaktenstik gerakan perelupuan global sangat kompleks. 
dan bclum memHiki tujuan yang Jelas dan sama di dalam 
mcngusung pnontas ogenda kcsctaraan. Hal ini discbabkan 
udanya pengrlint11an mereka yang bcrngam, pc~juangan yang 
bcrsmggungan dcngan ras, kclas dan politik, scrta kcbutuhan 
umuk membedakan relas:i material dan ideologi gender. 
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Namun dcmikian, pada intinya sudah ada kesadaran global, 
termasuk di Intiont;:sia, tentang pentingnya kesctar;J;.m dan 
b:adilan gender sebagai bagi:.ln dari transfonnasi sosial 
ke masyarakat, Dalam situasi ini, isu gender akan muncul 
jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksdaraan adalah 
ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup 
besar pada percmpuan akan mengganggu aktualisasi dari hak 
asasi manusia pada seliap warga negara yang merdcka. 

Pennasalahan yang perlu dijawab oalam kontcks Indonesia 
adalah sejauhmana pemberdayaan percmpuan telah 
memasyarabt dan membudaya setelah 10 tahun PUG ml:!Jljadi 
kOllloditi kornunikasi politik? Bennlk komunikasi apa yang 
dinilai strategis untuk mem<lsyarakatkannya': 

Komunikasi Politik: 
Pengarusutamaan Gender 

Komunikasi adalah proses saling bcrbagi infomlasi, gagasan 
atau sikap (De Vito 1995). dan politik adalah kajian tentang 
kekuasaan atml seni rnemerintah (Nimmo 2005), Dengall 
demiki:m, kOlllunikasi politik melibatkan pesan politik dan 
aktor poli tik yang berkorelasi dengan kekuasaan, pemcrintahan, 
dan keb ij akan pemeri n ta h. Da I a III hal in i, men mut H:I rt (:!OO I ), 
pemerintah (kepala pt:merintahan) memerintah mdalui 
kOl11unikasi. scbagai 'he suuml of leadership dimana semua 
tindakan dan pcmyataannya kepada pubtik dapat dikategorikan 
sebagai komunikasi politik. 

Komunikrlsi pulitik pengarusutama~\I1 gender dalam segala 
bidang pemb,mgunan daerah scbagai bentuk the sound of 
president (leadership) dikomunikasikan melalui Inpres Nl),9 
tentang PUG bcscrta pedoman pclaksanaannya1• Harapanny'a, 
'ln~res No 9 Tahun 2000, " ... mengin,t<uh,k.lr1 kepada scmua ~eJabat, terrnasuk Gub~rnur, 
6~patl. Walikota untuk melaksa na _an PUG guna terselengg<3 ra nya perencan~Jro. pe "yu"ln a n, 
pel~k\~n~an, pernantauan dJn p"ng~~~luasian atas kebijakan dan prog~m pfmban!:un~" 
y~ng 'e.ponsif gender, sesuai dengan tuga'. poke.', dan fUllgs; (Tupo~si) kewenangan masing, 
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